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ABSTRAK 

 

 Di dalam dunia perfilman Indonesia, masih sering terjadi permasalahan terkait dengan distribusi 

karya film. Penayangan film di bioskop, sepenuhnya ditentukan oleh pelaku usaha pertunjukan film 

(bioskop), dengan mempertimbangkan aspek bisnis saja. Hal ini berpotensi merugikan pihak produsen 

film lokal. Di Indonesia sudah diberlakukan aturan yang mengatur sistem kuota tayang film, namun 

aturan tersebut belum mencantumkan sanksi secara tegas bagi pelanggarnya. Dengan demikian, 

penulis akan mengkaji bagaimana tanggung jawab negara dalam mendorong pertumbuhan film lokal 

dan melindungi para pihak yang terlibat dalam industri perfilman. 

 Metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis 

normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji 

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.  

 Dari hasil penilitian ini, pemerintah telah memenuhi tanggung jawabnya dalam mendorong 

pertumbuhan film lokal dengan membuat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, Permendikbud 

Nomor 34 Tahun 2019. Namun peraturan tersebut belum memberikan perlindungan hukum yang 

maksimal terhadap produsen film lokal karena tidak terdapat sanksi di dalam aturan tersebut terkait 

pelanggaran kouta tayang oleh eksibitor,  serta belum ada adanya lembaga yang dibentuk oleh negara 

yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan menindak tegas apabila terdapat pelanggaran terhadap 

peraturan tertulis yang ada. 
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ABSTRACT  

 In the Indonesian film industry, problems still often occured in regards to the distribution of film 

works. Screening of films in theaters, is entirely determined by film show business actors (cinema), taking 

into account only the business aspects. This has the potential to harm local film producers. In Indonesia, a 

rule governing the film show quota system has been enacted, but the rule does not yet include strict 

sanctions for violators. Thus, the author will examine how the state is responsible for encouraging the 

growth of local films and protecting those involved in the film industry. 

 The research method used in this study is the normative juridical approach. Normative juridical 

research methods is focused on studying the application of the rules or norms in positive law. 

 Result showed that the government has fulfilled its responsibility in encouraging the growth of 

local films by making Act Number 33 of 2009, and Permendikbud Number 34 of 2019. However, the 

regulation has not provided maximum legal protection for local film producers because there are no 

sanctions in the regulation is related to violations of the broadcasts by exhibitors, and there is no 

institution established by the state that has the authority to supervise and take firm action if there are 

violations of existing written regulations. 
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